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PELAKSANAAN KEGIATAN  

SOSIALISASI SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) 

TANPA PRAKTIK PENYUAPAN/GRATIFIKASI/PUNGLI  

 

A. LATAR BELAKANG 

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 

tanpa praktik penyuapan/gratifikasi/pungli merupakan amanat dari Undang-

Undang (UU) No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 Tahun 2001 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah No. 94 

Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan KPK No. 2 

Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi. Selain itu, sosialisasi juga didasari 

oleh Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 7 Tahun 2024 

tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam 

Penyelenggaraan PPDB. Dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberantas praktik korupsi, termasuk 

penyucian, gratifikasi, dan pungli dalam berbagai sektor, termasuk PPDB.  

Sementara itu, Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil, juga mengatur sanksi disiplin bagi PNS yang terlibat 

dalam praktik penyucian, gratifikasi, atau pungli dalam penyelenggaraan PPDB. 

Lebih lanjut dalam Peraturan KPK No. 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan 

Gratifikasi mengatur mekanisme pelaporan gratifikasi yang diterima oleh PNS 

atau pejabat negara, termasuk dalam konteks PPDB. Selanjutnya dalam Surat 

Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 7 Tahun 2024 tentang 

Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Penyelenggaraan 

PPDB, memberikan panduan dan langkah-langkah konkret untuk mencegah 

dan mengendalikan praktik korupsi dalam PPDB, termasuk sosialisasi tentang 

larangan penyucian, gratifikasi, dan pungli. Adanya peraturan-peraturan 

tersebut bertujuan untuk menjaga prinsip keadilan dan transparansi dalam 

penerimaan murid baru. 

Selain itu, pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini dilakukan dalam rangka 

implementasi dari Peraturan Bupati Purbalingga No. 4 Tahun 2021 Tentang 

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Purbalingga dan dalam rangka program pencegahan korupsi di sektor 

pelayanan public dan pemenuhan penilaian Monitoring Center for Prevention 

(MCP). MCP merupakan instrumen strategis bagi pemerintah daerah untuk 

mengukur efektivitas rencana aksi pencegahan korupsi. Dengan indikator yang 



lebih komprehensif dan berbasis evaluasi mendalam, MCP 2025 diharapkan 

dapat menjadi acuan kepala daerah dalam membangun sistem pemerintahan 

yang akuntabel, transparan, dan efisien. 

 

B. TUJUAN 

Tujuan pelaksanaan sosialisasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 

tanpa praktik penyuapan/gratifikasi/pungli yang dilakukan adalah sebagai 

langkah preventif/pengendalian terhadap praktik penyuapan/gratifikasi/pungli 

yang ada di satuan pendidikan. Kegiatan ini memberikan gambaran mengenai  

dasar hukum, bentuk tindakan, dan penanganan dari praktik 

penyuapan/gratifikasi/pungli yang mungkin ada di satuan pendidikan 

 

C. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN 

Adapun pelaksanaan sosialisasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 

tanpa praktik penyuapan/gratifikasi/pungli, dilakukan pada hari Rabu, 19 

Februari 2025 Pukul 13.00 WIB s.d. 16.00 WIB di Aula Jenderal Sudirman Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.  

 

D. NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN 

Kegiatan ini dilaksanakan dengan narasumber eselon dari Kepala Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan dan Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten 

Purbalingga. Selain itu, disampaikan juga materi Sistem Penerimaan Murid Baru 

(SPMB) Tanpa Suap/Gratifikasi/Pungli oleh Fita Fatmawati, S.Si., M.Si (No. Reg. 

PAK. 69109 3412 0003633 2023) dan Sri Ajiningsih, S.E. (No. Reg. PAK. 

915.0.00550 2023) yang merupakan Penyuluh Anti Korupsi Pertama yang telah 

tersertifikasi. Sementara itu, peserta kegiatan yang terundang berasal dari unsur 

internal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (bidang teknis yang menangani 

SPMB), pengawas TK, pengawas SD, pengawas SMP, Koorwilcam Dindikbud, 

dan perwakilan Kepala PAUD, Kepala TK, Kepala SD, dan Kepala SMP.  

 

E. PELAKSANAAN KEGIATAN 

Kegiatan sosialisasi diawali dengan pembukaan kegiatan dan dilanjutkan 

dengan sambutan sekaligus materi oleh narasumber eselon dari Kepala Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Tri Gunawan Setyadi, S.H., M.H., dan 

Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, Bapak Ato Susanto, AP., 

M.Si. Dalam kesempatan tersebut, Bapak Tri Gunawan Setyadi, S.H., M.H 

menegaskan bahwa selama ini tidak ada praktik gratifikasi dalam proses PPDB 



di wilayahnya. Ia menekankan pentingnya menjaga integritas dan transparansi 

dalam proses penerimaan siswa baru. Lebih lanjut disampaikan bahwa 

pihaknya berkomitmen untuk menjalankan proses SPMB secara bersih dan adil, 

tanpa adanya praktik nepotisme. Meskipun ada benturan kepentingan dalam 

proses ini, hal tersebut lebih disebabkan oleh kekhawatiran dan bukan karena 

adanya praktik suap atau nepotisme. Hal tersebut dapat diatasi dan tidak 

memengaruhi proses penerimaan siswa baru. 

Pada kesempatan yang sama, Kepala Inspektorat Kabupaten 

Purbalingga, Ato Susanto, juga menegaskan pentingnya pelaksanaan SPMB 

yang bersih dari praktik gratifikasi. Ia menyampaikan bahwa sosialisasi ini 

dilaksanakan lima bulan sebelum pendaftaran dimulai untuk mencegah potensi 

kecurangan. Ato menambahkan bahwa sejak tahun 2024, Dinas Pendidikan 

Kabupaten Purbalingga telah terlibat dalam Monitoring Center for Prevention 

(MCP) sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi yang dipantau langsung 

oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ato menegaskan bahwa meskipun 

di beberapa daerah lain masih ditemukan praktik kecurangan dalam PPDB, hal 

tersebut tidak boleh terjadi di Kabupaten Purbalingga. 

Setelah pembukaan dan sambutan dari narasumber eselon, acara 

dilanjutkan dengan penandatanganan Pakta Integritas yang menyatakan 

komitmen bersama dalam penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru 

tanpa Praktik Penyuapan/Gratifikasi/Pungli. Adapun yang bertindak sebagai 

penandatangan yaitu perwakilan tiap jenjang pendidikan, untuk PAUD diwakili 

oleh Ketua IGTKI Kabupaten Purbalingga, Ibu Umi Rofingatun, S.Pd., AUD., 

untuk SD diwakili oleh Ketua KKKS SD Kabupaten Purbalingga, Bapak Suki 

Haryanto, S.Pd., dan untuk SMP diwakili oleh Ketua MKKS SMP, Bapak 

Subarno, S.Pd. Selain itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta 

Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga juga menadatangani Pakta 

Integritas sebagai pembuat pernyataan. 

Setelah penandatangan pakta integritas, para peserta kemudian 

mendengarkan kegiatan sosialisasi dari Penyuluh Anti Korupsi dari Inspektorat 

Daerah. Kedua narasumber yaitu Fita Fatmawati, S.Si., M.Si dan Sri Ajiningsih, 

S.E. yang menyampaikan secara runut tentang dasar hukum hingga 

pencegahan dan penanganan praktik penyuapan/gratifikasi/pungli. Materi yang 

disampaikan antara lain sebagai berikut: 

1. Dasar hukum: 

a. UU 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU 20 Tahun 2001 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 



b. Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegaai Negeri 

Sipil; 

c. Peraturan KPK No. 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi; dan 

d. Peraturan Bupati Purbalingga No. 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman 

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Purbalingga. 

2. Bentuk tindak pidana korupsi sesuai a. UU 31 Tahun 1999 sebagaimana 

diubah UU 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

antara lain berupa (1) gratifikasi, (2) kerugian keuangan negara, (3) suap 

menyuap, (4) penggelapan dalam jabatan, (5) pemerasan, (6) pembuatan 

curang, dan (7) benturan kepentingan (COI) dalam pengadaan. 

3. Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas, dapat berupa uang/setara 

uang, barang, rapat/diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, pengobatan 

cuma-Cuma, perjalanan wisata, fasilitas penginapan, titek perjalanan, 

fasilitas lain-lain yang diterima di dalam/luar negeri dan dilakukan dengan 

ataupun tanpa menggunakan sarana elektronik. 

4. Perbedaan Suap, Pemerasan, dan Gratifikasi yaitu jika untuk suap bersifat 

Transaksional (pertemuan kehendak pemberi dan penerima) dan Umumnya 

dilakukan secara tertutup, sementara itu pemerasan Adanya permintaan 

sepihak dari pejabat (penerima), bersifat memaksa, dan penyalahgunaan 

kekuasaan, sedangkan gratifikasi berhubungan dengan jabatan, bersifat 

Inventif (tanam budi), dan tidak membutuhkan kesepakatan (transaksional). 

5. Gratifikasi terdiri dari dua yaitu yang wajib dilaporkan dan tidak wajib 

dilaporkan.  

6. Gratifikasi yang wajib dilaporkan yaitu berupa (1) penerimaan dalam bentuk 

apa pun, (2) diduga memiliki keterkaitan dengan jabatan pegawai, (3) 

bertentangan dengan kewajiban/tugas pegawai, yang terkait dengan (1) 

pemberian pelayanan kepada masyarakat, (2) proses penyusunan program, 

kegiatan dan/atau anggara, (3) proses pemeriksaan, audit, reviu, evaluasi 

dan/atau pemantauan, (4) pelaksanaan perjalanan dinas (di luar penerimaan 

sah/resmi dari instansi PN), (5) proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai, 

(6) pelaksanaan perjanjian kerja sama/kontrak/kesepakatan dengan pihak 

lain, baik sebelum, selama, maupun setelah pelaksanaannya, dan (7) 

pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan jabatannya dan yang 

berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.  

7. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan mempunyai karakteristik (1) berlaku 

umum, (2) suatu kondisi penerimaan yang diberlakukan sama dalam hal 



jenis, bentuk, persyaratan/nilai, untuk semua peserta & memenuhi prinsip 

kewajaran/kepatutan, (3) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, (4) dipandang sebagai wujud ekspresi, 

keramahtamahan & penghormatan dalam hubungan sosial antar sesama 

dalam batasan nilai yang wajar, dan (5) merupakan bentuk penerimaan yang 

berada dalam ranah adat istiadat, kebiasaan & norma yang hidup di 

masyarakat dalam batasan nilai yang wajar. 

8. Laporan gratifikasi dilakukan sekurang-kurangnya memuat  

a. Identitas pelapor berupa Nomor Induk Kependudukan, nama, alamat 

lengkap, dan nomor telepon; 

b. Informasi pemberi Gratifikasi; 

c. Jabatan pelapor Gratifikasi; 

d. Tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi; 

e. Uraian jenis Gratifikasi yang diterima/ ditolak;. 

f. Nilai Gratifikasi yang diterima/ ditolak; 

g. Kronologis peristiwa Gratifikasi; dan 

h. Bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi 

9. Terkait dengan penerimaan murid baru, Titik rawan korupsi dalam 

Penerimaan Murid Baru (PMB) adalah pungli, suap dan gratifikasi, antara 

lain 

a. Pungli 

- Pungli untuk menjamin penerimaan calon siswa 

- Pungli bermodus uang pendaftaran, administrasi, atau pembelian 

seragam/buku 

b. Suap  

- Jual beli kursi, misalnya dengan menambah kuota penerimaan 

c. Gratifikasi 

- Pendidik dan tenaga kependidikan menerima gratifikasi yang 

berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau 

tugasnya 

10. Poin-poin yang disorot KPK terkait SPMB yang ditujukan kepada seluruh unit 

pelaksana pendidikan, madrasah, atau pendidikan keagamaan, antara lain: 

a. wajib menjadi teladan dan tidak meminta, memberi, menerima gratifikasi 

yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban 

atau tugasnya; 

b. tidak memanfaatkan pelaksanaan PPDB untuk melakukan tindakan 

koruptif dan tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan, 



bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi 

pidana; 

c. dapat berkoordinasi dan berkonsultasi lebih lanjut mengenai langkah-

langkah pencegahan korupsi dan gratifikasi dalam pelaksanaan PPDB 

dengan Inspektorat Daerah atau kantor wilayah terkait dan/atau 

Inspektorat Kementerian sesuai kewenangannya; 

d. lakukan pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan 

hukum dengan menginstruksikan dan memberikan imbauan secara 

internal kepada ASN dan non-ASN di lingkungan kerjanya untuk menolak 

gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan 

kewajiban atau tugasnya dan menerbitkan surat edaran terbuka atau 

bentuk pemberitahuan publik lainnya yang ditujukan kepada para 

pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi apapun kepada 

ASN dan non-ASN di lingkungan kerjanya; 

e. permintaan dana dan/atau hadiah oleh ASN dan non-ASN, termasuk 

pendidik dan tenaga kependidikan, baik secara individu maupun 

mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat, dan/atau 

pegawai negeri lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, 

merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak 

pidana korupsi; 

Setelah dilakukan pemaparan materi inti tentang suap/gratifikasi/ 

pungli oleh narasumber, kegiatan sosialisasi kemudian diututup oleh panitia. 

 

F. PENUTUP 

Demikian laporan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana 

mestinya. Semoga dengan adanya kegiatan sosialisasi ini pelaksanaan Sistem 

Penerimaan Murid Baru baik PAUD, SD, maupun SMP dapat berjalan dengan 

lancar dan sesuai dengan aturan serta prinsip yang objektif, transparan, dan 

akuntabel.  
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